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ABSTRAK 
 
 
Skripsi yang bejudul “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak 
Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Putusan Nomor. 442/Pid.Sus/2017/PN 
Gsk). Penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana 
Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. 
Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika? dan 2) Bagaimana Analisis 
Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor. 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. 
Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika? 
Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut 
adalah pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh 
penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen 
terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir 
deduktif, yaitu menganalisis data dan ditarik kesimpulan dengan jeneralisasi  
Hasil penelitian ini tentang narkotika dalam putusan Nomor 
442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. Menurut hukum pidana positif, Hakim kurang teliti di 
dalam menjatuhi hukuman  karena di dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009  ayat 1, disitu tertera di penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun, tetapi Hakim memutus pidana penjara hanya 1 
(satu) tahun 2 (dua) bulan. Sedangkan menurut hukum pidana Islam adalah 
dihukumi sebagai takzir yang mana jenis hukuman dan berat ringannya 
ditentukan oleh penguasa setempat. Narkotika ini diqiyaskan dengan khamr, 
akan tetapi khamr  sudah jelas dalam nas. Sedangkan narkotika belum ada dalam 
nass atau termasuk dalam katagori takzir. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut penulis hukuman bagi 
pelaku penyalahgunaan narkotika ini masuk dalam jari>mah takzir yang sifatnya 
sama dengan khamr yaitu sama-sama memabukkan akan tetapi hukuman bagi 
pelaku khamr sudah ditentukan oleh nas sedangkan untuk hukuman pelaku 
narkotika belum ditentukan oleh nas maka masuk ke dalam jari>mah takzir yang 
mana segala pertimbangan hukumannya diputus oleh  Hakim. Adapun terkait 
putusan hakim disini tidak sesuai dengan pasal yang digunakan dalam mengadili 
terdakwa yaitu menggunakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika, yang tidak sesuai di sini yaitu dalam penjatuhan hukuman 
kepada terdakwa di bawah minimum undang-undang tersebut. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang dapat 
dimanfaatkan di bidang pelayanan kesehatan, pengobatan, dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan bagi tubuh manusia 
dan dapat merugikan jiwa manusia itu sendiri apabila dipergunakan tanpa 
pengendalian dan pengawasan yang ketat.
1
 
Narkotika yang awalnya ditujukan untuk pengobatan, namun dengan 
kecanggihan teknologi narkotika dapat diolah menjadi bermacam macam jenis dan 
disalahgunakan.
2
 
Penyalahgunaan narkotika sudah sampai tingkat yang membahayakan. Hal 
itu karena banyak dari kalangan remaja, dewasa, lansia, bahkan aparat penegak 
hukum yang menyalahgunakan narkotika.
3
 
Negara Indonesia telah melakukan penanggulangan penyalahgunaan 
narkotika, tetapi penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal mudah 
untuk dilaksanakan, meskipun demikian negara tetap bertekat untuk 
                                                             
1
Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 163. 
2
Moh. Makaro Taufiq, Suhasril, dan Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2005), 19. 
3
M. Arief Hakim, Bahaya Narkotika-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan 
(Bandung: Nuansa, 2004), 31. 
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memberantasnya. Penyalahgunaan narkotika melingkupi seluruh masyarakat baik 
kaya maupun miskin baik muda maupun tua dan mungkin anak-anak. 
Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang 
akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan 
pemerintah menanggulangi masalah narkotika adalah melalui penyempurnaan dalam 
pengaturan di bidang hukum.
4
 
Awalnya pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 
Tentang Narkotika, sebagai pengganti Verdoovende MiddelenOrdonnantie (Stbl. 
1927 No. 278 Jo. No. 536), kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1997.
5
 
Kemudian negara memberikan beberapa materi baru dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menunjukkan adanya upaya-upaya dalam 
membina masyarakat dan dan memberi pengetahuan bahaya akan narkoba agar tidak 
terjerumus dalam tindak pidana tersebut ditetapkan ancaman pidana yang lebih 
berat, minimum dan maksimum dalam hukuman penjara dan denda mengingat 
tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika.
6
 
Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur’an disebut khamr, artinya sesuatu 
yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja 
                                                             
4Lainun  Shabrina, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” (Studi 
Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 56/Pid.Sus/2011/PN. Pwt.), (Skripsi---Universitas  
Jendral Soedirman, Purwokerto, 2012). 
5
Hari Sasangka, Narkotika Dan Psikotropika  Dalam Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2003), 
3. 
6
Siswo Wiratmo, Pengetahuan Ilmu Hukum, (Yogyakarta: FH. UII, 1990 ), 9. 
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khamr dan Narkoba sama-sama memabukkan. Keduanya memabukkan, merusak 
fungsi akal manusia.
7
 
Zat yang digolongkan sejenis minuman adalah narkoba. Narkoba adalah 
kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan obat yang berbahaya. Zat ini 
digolongkan sejenis khamr, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status 
hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Hal ini, dikemukakan oleh Ibnu Umar. Selain 
itu, ia juga mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu haram.
8
 
 Dasar hukum pengharaman narkotika dimaksud, adalah hadis Rasulullah 
SAW. Yang berbunyi: 
 َع َنََا ب َنَ َع َم ََر ق َلاَ َق َلاَ َرَو س َلَ
 َللاَ َص َليَ َع ََل ي َهَ َو َس َلمََ: َك َلَ َم َس َك َرَ َ خ َرَ َو ك َلَ َم َس َك َرََ َح َر َماَ(هاورَ
ملسم)9  
Artinya: Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan 
adalah haram. (HR. Muslim) 
Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara 
khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam 
kategori khamr karena sama sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat 
syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.
10
 
Dasar hukum pengharaman narkotika terdapat di dalam al-Qur’an, Surat al-
Maidah Ayat 90, yaitu: 
                                                             
7
Amir Syarrufudin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003),289. 
8
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), 79. 
9
Abi Al-Khusain Muslim bin Hajjad, Shahih Muslim, Juz 2, (Beirut: Darl Fikr), 378. 
10
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Asas Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 12. 
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   ن  م   س  ج  ر   م ا  لز الا او   با اص  ن الا او   ر 
 س  ي املا او   ر  م اخلا ا ام ن 
 ا او  ن ام اا  ان  ي  ذ  لا ا اه   ي  اا ا اي
11ن  و  ح  لف  ت م  ك ل اع ال   ه  و   ب ات  ج ااف نا اطي اشلا   ل ام اع 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 
perbuatan Syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90) 
Untuk mengetahui dan memahami secara mengetahui dan memahami secara 
jelas, penulis menguraikan pengertian narkotika dan psikotropika. Di dalam Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat 
yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis 
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.
12
 
Mengenai hal ini, Salih bin Ghanim Al-Sadlan mengungkapkan bahwa yang 
dimaksud narkoba dalam bahasa Arab disebut Muhaddirat. Maksudnya menunjukkan 
kepada sesuatu yang terselubung, kegelapan, atau kelemahan. Oleh karena itu, 
dilihat dari arti bahasa dapat disimpulkan bahwa narkotika identik dengan 
kelemahan dan kelesuhan yang menyerang badan dan anggota tubuh lainnya 
sebagaimana halnya pengaruh khamr.13 
Kasus penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor  
442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. Terdakwa yang tanpa hak menyimpan, memakai, 
                                                             
11
Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Syamil Cipta Medi, 2006), 123. 
12
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika,2007), 80. 
13
Ibid. 
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memiliki, dan menguasai narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dan terdakwa 
mengakui:  
1. Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu dari 
seseorang yang bernama Wak Tro (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu 
rupiah). 
2. Barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan kepada terdakwa adalah 
benar.  
3. Pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk bersila dan barang bukti yang 
ditemukan tersebut berada dihadapan terdakwa. 
4. Pada saat ditangkap terdakwa sedang mengonsumsi sabu. 
5. Terdakwa mengakui bahwa telah mengonsumsi sabu selama 5 (lima) bulan baru 
4 kali pakai. 
6. Bahwa terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan memakai sabu karena susah 
tidur. 
Maka dari itu Hakim memutuskan menggunakan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 
35 Tahun 2009 dengan penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Jaksa menuntut dengan penjara 
selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), 
kemudian Jaksa menuntut dengan 1 dakwaan yang disebut dakwaan tunggal yang 
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mana Jaksa menuntut terdakwa hanya dengan 1 pasal saja
14
, yaitu pasal 112 ayat (1) 
UU Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi: 
Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, 
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk 
tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
15
 
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan 
tersebut untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai 
“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 
442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika”. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah landasan hukum yang 
digunakan Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam menyelesaikan perkara 
penyalahgunaan Narkotika Golongan I sesuai dengan dan perundang-undangan yang 
berlaku, serta tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana tersebut 
 
 
 
 
                                                             
14
Putusan Pengadilan Negeri Gresik dalam Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. Tentang 
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I. 
15
UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas terkait tentang Tindak 
Pidana Kepemilikan Narkotika. Maka penulis akan mengidentifikasikan masalah 
sebagai berikut : 
1. Konsideran dalam Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. tentang 
penyalahgunaan Narkotika Golongan I. 
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 
442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. yang mana terdakwa dihukum penjara selama 1 
(satu) tahun 2 (dua) bulan. 
3. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Kepemilikan Narkotika dengan unsur 
obyektif dan unsur subyektif. 
4. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 
442/Pid.Sus/2017PN Gsk. yang mana terdakwa mendapat sanksi denda 
sebanyak Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)  
5. Pengaruh kejahatan narkotika terhadap kelangsungan hidup di lingkungan 
sekitarnya. 
6. Sanksi hukuman bagi pemilik narkotika digunakan sebagai obat tidur karena 
terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan merasa sulit untuk tidur (insomnia). 
7. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan 
Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. Tentang Tindak Pidana  Kepemilikan 
Narkotika  
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C. Batasan Masalah 
Untuk membatasi permasalahan agar tidak membahas permasalahan terlalu jauh 
maka penulis memberi batasan masalah sebagai berikut : 
1. Dasar pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika 
dalam  Putusan Pengadilan Negeri Gresik nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. 
2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan  
Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk.TentangKepemilikan Narkotika. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasannya, maka dapat 
dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 
442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika? 
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam 
Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk.TentangTindak Pidana Kepemilikan 
Narkotika? 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian penelitian yang sudah 
pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa 
kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari 
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kajian penelitian yang telah ada. Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal 
yang berkaitan dengan tindak pidana kepemilikan narkotika. 16 Namun skripsi yang 
penulis bahas ini sangat berbeda dengan skripsi yang ada walaupun mempunyai 
kesamaan tema, tetapi beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema 
yang dapat peneliti jumpai sebagai berikut: 
1. Skripsi yang disusun oleh Sayyid Abdullah Jurusan Siyasah Jinayah Universitas 
Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di 
Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
Sidoarjo Menurut Fiqih Jinayah”. Skripsi ini lebih menitikberatkan kepada 
perlindungan anak di bawah umur yang menggunakan narkotika.
17
 
Perbedaannya adalah dalam skripsi yang diajukan oleh penulis adalah ke pidana 
penjara yang mana hakim menjatuhi hukuman di bawah minimal. 
2. Skripsi yang disusun oleh Lainun Shabrina Jurusan Hukum Universtas Jendral 
Soedirman Purwokerto yang berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan 
Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” (Studi Putusan Negeri Purwokerto 
Nomor 56/Pid.Sus/2011 PN.Pwt.) Dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan 
di kalangan remaja terutama Sekolah Menengah Ke Atas (SMA).
18
 
                                                             
16
 Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya, 2015).  
17
 Sayyid Abdullah, “Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Perlindungan Khusus 
Tehadap Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo Menurut Fiqh Jinayah “ . (Skripsi---IAIN Sunan Ampel,  
Surabaya, 2012). 
18
 Lainun  Shabrina, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” (Study 
Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 56/Pid.Sus/2011/PN. Pwt.), (Skripsi---Universitas  
Jendral Soedirman, Purwokerto, 2012). 
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Perbedaannya dalam skripsi ini membahas penyalahgunaan narkotika 
dikalangan dewasa. 
3. Skripsi yang disusun oleh Abdul Syukur Jurusan Hukum Pidana Islam 
Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Pidana Islam Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana 
“Tanpa Hak Yang Menyimpan Dan Menguasai Narkotika”(Studi Putusan 
Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012)”. Dalam 
penelitian ini menitikberatkan kepada bentuk hukuman yang diberikan kepada 
militer yang melakukan tindak pidana tanpa hak menimpan dan menguasai 
narkotika.
19
 Perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas warga sipil yang 
menyimpan, membeli dan menyalahgunakan narkotika. 
4. Skripsi yang disusun oleh Ulul Absor Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas 
Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam 
Terhadap Putusan Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.SDA Dan Putusan 
Nomor 661/PID.SUS/2015/PN.SDA Tentang Tindak Pidana Narkotika. Dalam 
penelitian ini menitikberatkan hukuman penjara dan tidak sesuai dengan 
undang-undang dan yang diputuskan Hakim
20
. Perbedaan dengan skripsi penulis 
                                                             
19
Abdul Syukur ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana 
“Tanpa Hak Yang Menyimpan Dan Menguasai Narkotika”. (Study Putusan Pengadilan Militer 
Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/2012) “ , (Skripsi ---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016). 
20
Ulul Absor, “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 
665/Pid.Sus/2015PN.Sda Dan Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda Tentang Tindak Pidana 
Narkotika “, (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018). 
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adalah putusannya masuk ke dalam dakwaan tunggal yang mana Jaksa penuntut 
umum menuntut dengan satu pasal. 
5. Skipsi yang disusun oleh Resah Anita Maria Jurusan Siyasah Jinayah 
Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “ Analisis Hukum 
Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 
382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 
Berupa Sabu-Sabu” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dasar hukum yang 
digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi kumulatif yaitu karena pelaku 
penyalahgunaan narkotika melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 
Tahun 2009 tentang narkotika.
21
 Perbedaannya adalah skripsi yang penulis 
ajukan ini lebih menitikberatkan ke pidana penjara berbeda yang diputuskan 
Hakim yang mana Hakim memutus hukuman penjara dibawah minimal. 
Penelitian yang penulis bahas berbeda dengan empat penelitian skripsi di atas, 
yang membedakan dalam skripsi ini adalah dalam putusan Nomor 
442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. Terdakwa yang memiliki, menyimpan, memakai, dan 
menguasai narkotika itu dipidana penjara 1 (satu) tahun 2(dua) bulan, Jaksa 
menuntut dengan dakwaan tunggal yang mana Jaksa hanya menuntut dengan 1 
pasal. 
                                                             
21Resah Anita Maria, “ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan 
Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu 
“, (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014). 
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Kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapat 
gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti oleh peneliti. Namun 
tidak dipungkiri bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis 
sebelumnya tetap menjadi bahan atau masukan dalam penelitian ini 
 
F.  Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu 
penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. 
Adapun tujuan dari peneliti yaitu:  
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 
442/Pid.Sus/2017PN Gsk. Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika 
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap  pertimbangan Hakim 
dalam Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN.Gsk tentang tindak Pidana 
Kepemilikan  Narkotika 
 
G. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya 
dua aspek yang mempertegas bahwa masalah penelitian ini bermanfaat, baik dari 
segi teoritis maupun praktis. Maka dari itu hasil dari penelitian ini diharapkan ada 
nilai guna pada dua (2) aspek: 
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1) Aspek Teoritis 
Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap 
hukum yang mampu memperkaya khazanah ilmu Hukum dengan ilmu syarah di 
bidang penerapan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 
442/Pid.Sus/2017/PN.Gsk Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika  
2) Aspek Praktis 
 Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan 
hukuman bagi pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika. 
 
H. Definisi Operasional 
Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya 
pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi agar 
tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka disini perlu dijelaskan dan dibatasi 
pengertian dari judul skripsi sebagai berikut: 
1) Analisis: Aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, 
membedakan, memilah, sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali 
menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. 
2) Hukum Pidana Islam: Aturan yang mengatur tentang segala ketentuan-
ketentuan tindak pidana berdasarkan ajaran dan syariat Islam, yang bersumber 
dari Al-Qur’an dan Sunnah, sertapendapat para mujtahid dan fuqaha.22 
                                                             
22
Arif Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 7. 
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3) Tindak Pidana: Perbuatan yang dilaramg oleh suatu aturan hukum Negara atau 
undang-undang narkotika, larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. 
4) Kepemilikan Narkotika: Orang yang tanpa hak dan tanpa izin yang berwenang 
memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu. 
 
I. Metode Penelitian 
Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan 
prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari 
dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan 
hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam 
penulisan ini, maka menggunakan metode : 
1. Data penelitian yang dikumpulkan  
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 
a) Tentang pertimbangan tindak pidana terhadap Putusan Pengadilan Gresik 
yang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika.  
b) Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN 
Gsk.Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika. 
c) Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam  Putusan 
Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. tentang Tindak Pidana Kepemilikan 
narkotika. 
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2. Sumber Data Primer 
Untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan penulis menggunakan 
sumber data sebagai berikut : 
Sumber data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung 
dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data Tindak Pidana 
Kepemilikan Narkotika Putusan Pengadilan Gresik Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN 
Gsk., antara lain: 
a. Hakim Pengadilan Negeri Gresik 
b. Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. 
3. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Publikasi tentang hukum meliputi 
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar 
atas putusan pengadilan yang diteliti antara lain: 
a. Al-Qur’an dan Terjemahan, Oleh Departemen Agama 
b. Bahaya Narkoba-Alkohol, Oleh M. Arief Hakim 
c. Garis-Garis Besar Fiqh, Oleh Amir Syarrufudin 
d. Asas Hukum Pidana Islam, Oleh Ahmad Wahdi Muslich 
e. Fatwa-Fatwa Kontemporer, Oleh Yusuf Qardhawi 
f. Pengetahuan Ilmu Hukum, Oleh Siswo Wiratmo 
g. Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Hari Sasangka 
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h. Sahih Muslim, Abi-Khusain Muslim bin Sajjad 
i. Tindak Pidana Khusus, Muhammad Yamin 
j. Tindak Pidana Narkotika, Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky 
k. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
l. Al-Qur’an dan Hadis 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan arsip Putusan Nomor 
442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. yang di susun sebagai berikut: 
a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan teknik menalaah dokumen, 
dengan menelaah Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. 
b. Studi Pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan referensi dari buku baik 
dalam teori hukum positif maupun teori hukum islam 
5. Teknik Pengolahan Data 
 Pengolahan data dilakukan dalam bentuk uraian dan disusun sebagai berikut : 
a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi 
pelengkapannya, kejelasannya, kesesuaiannya antara data-data yang satu 
dengan yang lainya, guna relevansi dan keseragaman. Dalam hal ini penulis 
akan memeriksa kembali kelengkapan data-data dari Putusan Nomor 
442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. 
b. Organizing, yaitu menyusun data dan membuat sistematika pemaparan untuk 
mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan menjadi sebuah 
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bahasa yang tersusun pada Bab II yang membahas teori Hukum Pidana Islam 
Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika. 
c. Analyzing, yaitu analisa dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dan 
menganalisa bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses 
menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah.  
Analisis tersebut meliputi tinjauan hukum pidana islam terhadap kasus 
tersebut. 
6. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan 
pola pikir deduktif. 
a. Deskriptif analisis adalah teknik analisis dengan cara menjelaskan dengan 
naratif, dalam hal ini data tentang pertimbangan Hakim dalam Putusan 
Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk.Tentang Tindak Pidana Kepemilikan 
Narkotika, kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum pidana Islam. 
b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang 
bersifat umum, dalam hal ini teori hukum pidana Islam kemudian 
diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, adalah pertimbangan 
Hakim dalam Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN. Gsk Tentang Tindak 
Pidana Kepemilikan Narkotika 
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J. Sistematika Pembahasan 
Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif analisa, 
yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap 
masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga 
membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Sistematika 
pembahasan bertujuan agar penyusun skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian 
untuk mempermudah pembahasan. Dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima 
Bab, terdiri dari sub-sub Bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan 
yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulis skripsi ini terkesan 
teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut : 
Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua merupakan landasan teori. Pada bab ini menjelaskan hukum 
pidana Islam perihal pengertian tindak pidana dan jari>mah dalam hukum Islam, 
macam-macam jari>mah, dan tindak pidana narkotika dalam hukum Islam 
Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim. 
Proses meneliti data-data/kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 
442/Pid.Sus/2017/PN Gsk.Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika. 
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Bab keempat adalah analisis hukum pidana Islam terhadap Tindak Pidana 
Kepemilikan Narkotika yang terdapat dalam Direktori Putusan Nomor 
442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. 
Bab kelima adalah merupakan Bab terakhir berupa kesimpulan yang 
merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada Bab-Bab 
sebelumnya. Dan dalam Bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk 
kemajuan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana Islam. 
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BAB II 
NARKOTIKA MENURUT KAJIAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM 
PIDANA ISLAM 
A. Definisi Tindak Pidana 
1. Pengertian Narkotika 
Narkotika adalah zat  atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
1
 
Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “Narcotics” yang 
artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal adalah bahan yang 
berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu: Papper Somniferum (Candu), 
Erythroxyion Coca (kokain), dan Cannabis Sativa (ganja) baik murni 
maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang 
dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita 
disakiti sekalipun.
2
 
Sedangkan menurut bahasa Yunani yaitu “Narkoum” yang berarti 
membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Ada juga yang menyebut 
narkotika dari kata “Narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-
apa.
3
 
                                                             
1
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
2
Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika Dan Psikiropika, (Jakarta: Sinar Grafika,1994), 11. 
3
Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, ( Bandung: PT. Alumni, 1981 ), 36. 
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Secara terminologis narkoba adalah obat yang menenangkan syaraf, 
menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.
4
 
Menurut William Benton sebagaimana dikutip oleh mardani menjelaskan 
dalam bukunya, narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang  
melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.
5
 
Menurut Rachman Hermawan, mendifinisikan narkotika yaitu: Zat yang 
dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) kedalam tubuh manusia, 
dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.
6
 
Menurut Soejono dalam patologi sosial merumuskan definisi narkotika 
sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau 
dapat menurunkan kesadaran.
7
 
Menurut Smith Kline dan French Clinical memberi devinisi narkotika 
sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan 
dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. 
Dalam devinisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, 
cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan 
methodan).
8
 
                                                             
4
Anton M. Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 609. 
5
William Banton, Ensiklopedia Bronitica, USA 1970, volume 16, 23. Lihat juga: Mardani, 
Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional (Jakarta: Rajawali  
Press, 2008), 78. 
6
Rachman Hermawan S., Penyalahgunaan Narkotika  Oleh Para  Remaja, (Bandung;; Eresco, 
1987), 10-11. 
7
Soedjono, Ptologi Sosial, (Bandung: Alumni Bandung  1997), 78. 
8
Smith Kline dan French Clinical, A Manual For Law Enforcemen Officer Drugs Abuse, 
(Pensivania: Philladelphia, 1969), 91. 
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Sedangkan menurut Korp Resence Narkoba mengatakan bahwa narkotika 
adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan 
pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan 
saraf.
9
 
Narkoba adalah singkatan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif 
lainnya. Istilah lainnya adalah NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat 
adiktif). Semua bentuk narkotika benda-benda atau zat kimia yang dapat 
menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya.
10
 
Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor  35 tahun 2009 Tentang 
Narkotika, disebutkan pengertian narkotika adalah zat atau obat yang 
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis 
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan 
11
 
2. Narkotika Dalam Kajian Hukum Positif 
Narkotika dan psikotropika  merupakan obat atau bahan yang bermanfaat 
di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan pada sisi lain dapat menibulkan ketergantungan yang 
sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa pengendalian, pengawasan 
yang ketat dan seksama. Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk 
kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
                                                             
9
Korp Resence Polri Direktorat Resence Narkoba dalam  makalah 2000, Peranan Generasi Muda 
DalamPemberantasan Narkoba (Jakarta: 2000), 2. 
10
Kharisudin, Inabah, ( Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 147. 
11
Undang-Undang RI Nomer 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta 
dapat pula disalahgunakan fungsinya.
12
 
Ironisnya saat ini malah disalahgunakan oleh pihak tertentu yang 
menjadikan narkotika sebagai komoditas illegal. Dampak narkoba, jika 
disalahgunakan, seperti halnya kata tersebut memang sangalah berbahaya 
bagi manusia. Narkoba dapat merusak kesehatan manusia baik secara fisik, 
emosi, maupun perilaku pemakainya. Selain itu menimbulkan penyakit yang 
mematikan yaitu HIV atau AIDS. Bahkan, pada pemakaian dengan dosis 
berlebih atau yang di kenal dengan istilah Over Dosis (OD) bisa 
mengakibatkan kematian. Namun sayang sekali, walaupun sudah tahu zat 
tersebut sangat berbahaya, namun masih saja ada orang-orang yang 
menyalahgunakaannya.
13
 
Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat 
baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penggunaan narkotika 
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pada akhirnya merugikan 
penerus bangsa.
14
 
Para pemakai narkotika sering mengalami keterpurukan, serta menerita 
depresi berat. Dan para pemakai narkotika sering kali mengalami perubahan 
dari sifat yang baik menjadi buruk, dari yang sehat menjadi sakit. Akhirnya 
                                                             
12
Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama. ( Bandung: Pustaka Setia,2012 ), 
163. 
13
 Elham Cahyantoro, “Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan” Sumber: 
http://mbenxcaem.blogspot.co.id/2011/09/makalah-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan.html (Diakses 
10 November 2016, jam 09.00 AM). 
14
 Oemar Seno, Hukum-Hukum Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1984), 124. 
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para pemakai narkotika seringkali meninggal karena Over Dosis, atau 
ditangkap polisi dan dipenjarakan.
15
 
Sebagaimana dijelaskan di atas, narkoba terdiri dari dua zat yakni 
narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus zat ini memiliki pengertian, 
jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. 
Narkotika diatur dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1997, sedangkan 
psikotropika diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. Dua undang-
undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi 
konferensi PBB Gelap Narkoba Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, 
sebagaimana bunyi pasal 1 UU No. 22 Tahun 1997 didefinisikan sebagai zat 
atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau 
semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan 
ketergantungan.
16
 
3. Penggolongan Narkotika 
Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, jenis-jenis narkotika 
dapat dibagi menjadi 3 golongan
17
: 
                                                             
15
 M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan 
Melawan.(Bandung: Nuansa, 2004), 71. 
16
 Buku Advokat, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan,1. 
Diambil dari situs resmi BNN, 
http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenal-katinon diakses pada 
12/09/2018 , 22.16. 
17
 Pramono U. Tanthowi, Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam  Prespektif Islam, cet I  
(Jakarta: PBB 2003), 7. 
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Golongan I : Narkotika yang hanya dipergunakan untuk tujuan ilmu 
pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang 
sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah 
heroin/putaw, kokain, ganja dan lain-lain. 
Golongan II : Narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai 
pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 
mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, 
turunan/gram narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain. 
Golongan III : Narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak 
digunakan dalam terapi dan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan 
serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya 
adalah kodein, gram-gram narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.
18
 
 Sementara itu, jenis-jenis narkotika antara lain adalah:
19
 
A. Morfin 
Morfin adalah hasil olahan dari opium/narkotik, morfin adalah 
obat yang digunakan untuk mengatasi rasa sakit yang terbilang parah dan 
berkepanjangan atau kronis, seperti misalnya nyeri pada kanker stadium 
lanjut dan morfin berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam 
                                                             
18
 Ibid. 
19
Maradani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana    
Nasional,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 81-86. 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
26 
 
 
 
bentuk cairan berwarna, pemakaiannya dengan cara dihisap dan 
disuntikkkan. 
B. Heroin (Putaw) 
Heroin adalah merupakan narkotika jenis opiod yang proses dari 
getah opium yang terlebih dahulu dijadikan morphine. Heroin 
mempunyai kekuatan yang dua kali lebih morfin dan merupakan jenis 
opiate yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-
akhir ini karena harganya cukup terjangkau. Heroin, yang secara 
famakologis mirip dengan morfin menyebabakan orang menjadi 
mengantuk dan perubahan keinginan yang tidak menentu. 
C. Candu 
Candu adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari 
getah tanaman papaver somniferum yang belum matang. Getah yang 
keluar berwarna putih dan dinamai “Lates”. Getah ini dibiarkan 
mengering pada permukaan buah sehingga berwarna cokelat kehitaman 
dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal 
lunak. 
D. Codein 
Codein adalah obat golongan analgesic opioid yang digunakan 
untuk meredakan rasa nyeri ringan hingga berat. Codein  berbentuk 
seperti garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah 
daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan 
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rendah. Dan biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih, cara 
pemakaiannya ditelan dan disuntikkan. 
E. Kokain 
Kokain adalah senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel 
menjadi sangat cepat. Kakaina merupakan alkaloid yang didapatkan dari 
tumbuhan koja erythroxylon coca, yang berasal dari Amerika Selatan. 
F. Demerol 
Demerol memiliki nama lain pethidina adalah sebuah obat luka 
opiod sintetis dari kelas phenylpiperidine. Pemakaiannya dapat ditelan 
atau dengan disuntikkan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan 
tidak berwarna. 
B.  Narkotika Dalam Kajian Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Khamr 
Khamr adalah minuman yang memabukkan. Khamr dalam bahasa 
arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang 
memabukkan dan menutup akal.
20
 
Selanjutnya kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang 
membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, 
cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam 
bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada 
era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam 
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 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 78. 
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kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk 
makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan 
dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini, 
yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui 
pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan cara yang membuat 
pemakainya mengalami gangguan kesadaran.
21
 
Dalam al Qur’an tidak ditemukan terminologi narkoba. Begitu juga 
dalam Hadis-Hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba 
merupakan istilah baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak 
terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk 
narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obatan adiktif yang terlarang. 
Maka dari itu untuk memudahkan dalam berkomunikasi dan tidak menyebut 
istilah yang panjang maka kata narkotika, psikotropika dan bahan-bahan 
adiktif yang terlarang  disingkat menjadi narkoba.
22
 
Meskipun nas (al-Qur’an dan Hadis) tidak menyebutkan narkoba 
secara eksplisit akan tetapi nas mengatur secara jelas dan tegas prinsip-
prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil-dalil 
pendukung berkaitan dengan masalah narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila 
sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui 
metode qiyas atau metode lainnya.23 
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 Ibid. 
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 Gatot Supromono,Hukum  Narkoba Indonesia,  (Jakarta: Djambatan 2001), 228. 
23
 Muhammad Khudori Bik, Ushul Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 334. 
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Secara etimologi, narkoba diterjemahkan kedalam bahasa arab 
dengan kata yang berasal dari akar kata yang berarti hilang rasa, bingung, 
membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk. Sementara itu secara 
terminologis narkotika ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi bisa 
merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila.
24
 
Minuman kha>mr menurut bahasa Alquran adalah minuman yang 
terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melaui proses begitu rupa 
sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Pengertian ini 
ditetapkan berdasarkan hadist Rasulullah saw. yang berbunyi sebagai 
berikut: 
 ُكلُ ُم ُس
 ُك ُرُ ُر مخَُ ُل كُ ُم ُس
 ُك ُرُُمحُمر ُما  
Artinya : Dari Ibnu Uma ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda seperti yang 
memabukkan adalah haram. (Riwayat Muslim)
25
 
 
2. Devinisi Narkotika Menurut Ulama Fiqh 
 
a. Menurut Ibnu Taimiyah khamr adalah sesuatu yang dapat mengganggu 
berfungsinya akal, baik yang terbuat dari anggur, kurma, maupun lainnya 
baik sejenis minuman, makanan ataupun lainnya yang apabila dikonsumsi 
dapat menghilangkan atau menutupi akal 
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  H.M.Nurul Irfan  dan Masyrofah, Fiqh Ji>na>yah, (Jakarta: Amzah,  2013) ,  172. 
25
 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemahan Hadis Bulughul Maram, (Bandung : Gema Risalah Press, 
1991), 425. 
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 ُر  مملخاُُمف ُُهمُي بُمةمغ للاُ ُبمرمعلاُ ُلاي
 ذُُمب ط خُا بُما ر قل
 ُنُُمنامكُ ُلموامنم تم يُ ُر
 ك س 
لماُُمن
 مُ ُر متَُ ُه  يْمغموُُملموُ
 ُصمت ميَُُمن
 م ر ك سم
لم ابُ ُبمن علا
26  
Artinya :  Khamr adalah sesuatu yang telah disebutkan dalam al-Qur’an yang 
apabila dikonsumsi bisa membuat mabuk, baik yang terbuat dari 
kurma maupun dari zat lainnya, dan tidak ada batasan bahwa yang 
memabukkan terbuat dari anggur saja. 
b. Menurut Muhammad Syaltut khamr adalah sebutan untuk setiap yang 
menutup akal. Dengan begitu dapat disimpulakan bahwa segala sesuatu 
yang dapat mengganggu berfungsinya akal, apakah dia terbuat dari 
tanaman atau bahan-bahan lainnya disebut khamr. 
 ُن اُُمر  مملخاُُ  فُُ
 لُمس
 ُناُُمشلا ر ُعُُموُا ُللُمغ ُةُ ُسا ُمُُ
 ل ُك ُلُُمماُ ُ يَُمم ُرُُمعلا ُقُملُُمُو  ي ُغ
 ُطُمي ُهُ ُ  ب ُصُُم
لماُمدا ُةُ ُلا ُ  تُُم ي ُت
 ُخ ُدُ ُم ُ نُمهاُ
ُم فُمق ُدُمي ُك ُو ُنُ
 ُمُمنُ
 ُعلاُمن ُبُُمُومق ُدُُمي ُك ُنوُ
 ُم ُنُُمغ ُ ُيْ ه
27  
Artinya : Khamr menurut pengertian syara’ dan bahasa Arab adalah sebutan 
untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya 
zat yang dijadikan sebagai bahan minuman keras, baik yang terbuat 
dari anggur maupun yang dibuat dari lainnya. 
c.   Menurut Wahbah al-Zuhaili mengutip Abu Hanifah bahwa khamr adalah 
suatu minuman tertentu yang terbuat dari sari buah anggur murni atau 
kurma yang dimasak sampai mendidih dan keluar gelembung busanya 
kemudian dibiarkan sampai bening dan hilang gelembung busanya.
28
 
                                                             
26
Ahmad Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa Ibnu Taimiyah (Beirut: Dar al-Arabiyah 1987), 34. 
27
Muhammad Syaltut, al-Fatwa Dirasa al-Musykilat al-Muslim al-Muassirah Fi Hayah Wa al-
Yaumiyah Wa al-Ammah (Qahirah: dar al-Qalam), Cet Ke-III, 369. 
28
 Wahbah al Zuhayli, Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, (Beirut: Dar al Fikr, 1998), Juz VI, 152. 
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d. Menurut Yusuf al-Qardhawi khamr adalah sesuatu yang dapat menutup 
kesadaran berfikir seseorang.
29
 
e. Menurut Al-Hanafiyah khamr adalah makanan atau minuman yang apabila 
dikonsumsi akan membuat pelakunya kehilangan akalnya, sehingga tidak 
bisa memahami sesuatu. Dia tidak bisa membedakan antara laki-laki dan 
perempuan, antara langit dengan bumi, antara istrinya, ibu atau 
pembantu.
30
 
f.  Menurut Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar bin Khattab pernah 
mengatakan bahwa khamr terbuat dari salah satu lima jenis berikut yaitu: 
anggur, kurma, madu, jagung dan gandum. Namun seiring perkembangan 
zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun 
semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga modern, mulai dari 
saripati anggur hingga narkotika dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin 
Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa kha>mr 
adalah setiap yang mengacaukan akal.
31
 
g. Menurut Azat Husein narkotika adalah 
ُ
 
لما ُخُمدُمر ُتاُُمُع ُر  فُمهاُم بلا ُع ُضُُ ب ُ ناُمهاُ
 ُهُميُ ُك ُلُُممُمدا ُةُُم ي ُ تُمُر
 تُمبُُمعُمليُُم تُمنُمواُم لُمهاُملاُمكُُ
 ُل ل ُج ُس ُمُ
ُمُومت
 ُثا ُ ي ُرُُمعُميلُُمعلا ُق ُلُُمحُمتُُمتُمك ُداُُمت ُذُمه ُبُُمُومت ُك ُو ُنُُمعُمدا ُةُُمدلاُمام ُنُُملاُ تُ ُمت ُُر مُمهاُُمقلاُموُا
 نُم  يُُمولاُمض
 ُُع ي ُةُ
ُمُوما ُش ُه ُرُُماُمو
 ُعاُمهاُُملا ُش ُي ُشُُموُملا ُ ف ُ ي ُوُمنُُموُم
لما ُُومُر
 فُم  يُُموُملا ُُو ُر ينُُمو ُكلا ُومك ُياُم  يُُموُمكلاتا
32  
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  Yusuf  al-Qardhawi, Hal Yang Haram Dalam  Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 91. 
30
 Wahbah al Zuhaili, Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid 7, 487. 
31
Nur Azhar, Mengapa Banyak Larangan:  Himah dan Efek Pengharamannya DalamAqidah, 
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Artinya : Narkotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsin akan merusak 
fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau 
mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang 
populer seperti ganja, opinium, morpin, heroin, kokain dan kafein 
 
C. Dasar Hukum Tindak Pidana 
Dalil al-Qur’an tentang larangan minum khamr : 
ُمياُُمأ ُ يُمهاُ ُلا
 ُُذ يُمنُُممآ ُناوُُ إُم نّاُ ُر  مملخاُُموُُم
لما ُي ُس ُرُُموُملا ُنُمص ُباُُموُملا ُزُمل ُمُُ ر ُج ُسُ
 ُم ُنُُمعُمم ُلُُمشلا ُيُمط ُناُ ُجمافُمُت
 ُن ب ُهوُ
ُملُمُعمل ُك ُمُ ُ ت ُف
 ُل ُح ُوُمن  
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Maidah: 
90)
33
 
 
 ُإُم نّاُُ ُي ُر ي ُدُُمشلا ُيُمط ُناُُمأ ُنُُ ي
 ُقوُمعُُم ب ُ يُمن ُك ُمُُمعلاُمدُمواُمةُُموُُم بلا ُغُمضُمءاُ ُ فُُملخا ُم ُرُُموُم
لما ُي ُس ُرُُمُومي ُص ُكد ُمُ
ُمع ُنُ ُذ ُك ُر ُللاُُموُمع ُنُُمصلاُمل
 ُةُُم فُمه ُلُُمأ ُ ن ُت ُمُ ُُم نُم ت ُه ُوُمن  
Artinya :  Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 
khamr dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat allah dan 
sembayang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). 
(QS. Al-Maidah: 91)
34
 
 
 
ُمي ُسُمُأ لُمنوُمكُُمع ُنُُملخا ُم ُرُُموُم
لما ُي ُس ُرُ ُق ُلُ
 ُُف ي ُهُمماُُ إ ُ ثُُمك ُب ُ ي ُرُُموُمُممن
 ُفا ُعُُ
 لُمنل ُساُُمُو إ ُ ث ُهُمماُ
ُمأ ُكُم ب ُرُ
 ُم ُ نُم ن ُف ُع ُهُمماُُمُومي ُسُمُأ ل ُُومنُمكُُممُمذااُ ُ ي ُن
 ُف ُق ُوُمنُ ُق ُلُُمعلا ُفُموُُمكُمذ
 ُلاُمكُ ُ يُمب ُيُ ُللاُُمل ُك ُمُميلآا
 ُتاُ
ُملُمعُمل ُك ُمُُم تُم تُمف ُركُمنو  
Artinya :  Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: 
Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi 
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manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan 
mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 
Yang lebih dari keperluan. Demikian allah menerangkan ayat-ayat 
Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah : 219)
35
 
 
Hadis tentang larangan minum khamr :  
ُمع ُنُ ُبا ُنُُمُعمب ُساُ,ُمع ُنُُمنلاُم  بُُمصُميلُ ُللاُ
 ُه يملمعُُموُمسُملُممُ,ُماقُملُم : ُل كُُم م
 ُم ُرُ ُمخَ ُرُ,مُو ك ُمل ُس
 ُك ُرُ
ُمحُمر ُماُ,ُموُمم ُنُُمش ُرُمبُ ُم ُس
 ُك ُراُ
 ُ بُمس ُتُُمصُمل ُتهُُمُأ ُرمب
 ُعُم  يُُمصُمبُمحااُ,ُمُف ُإ نُمبماتُُمبامتُ ُللاُ ُه يملمعُ, ُ ن إمفُمعُمداُ
ُمرلا ُباُمعُمةُ,ُمكُمناُُمح ُقاُُمعُمليُ
 ُللاُُمأ ُنُُمي ُس
 ُُقمي ُهُ ُم ُنُ ُط ُ يُمن ُةُُملخاُمب ُلاُ.
 ُُق يُملُ:ُموُمماُ
 ُط ُ يُمن ُةُُملخاُمب ُلاُُمايُُمر ُس ُو ُلُ
 ُللا؟ُ
ُمقُملاُ:ُمص ُد ُي ُدُُمأ ُه ُلُُمنلا ُراُ,ُموُمم ُنُُمسُماق ُهُُمص
 ُغ ُ ي ُراُُملُُم ي ُُع ر ُفُُمحُمُلمل ُهُ
 ُم ُنُُمحُمر
 ُما ُهُ,ُمكُمناُُمح ُقاُُمعُمليُ ُللاُ
ُمأ ُنُُمي ُش
 ُُقمي ُهُ ُم ُنُ ُط ُ يُمن ُةُُملخاُمب ُلا  
Artinya : Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Segala 
sesuatu yang memabukkan adalah khamr, sedangkan semua yang 
memabukkan hukumnya haram. Siapa yang meminum sesuatu yang 
memabukkan, maka dihapuslah (pahala) shalatnya selama empat 
puluh hari. Jika dia bertaubat maka allah berkenan menerima 
tobatnya, namun jika dia kembali untuk keempat kalinya (kembali 
minum arak setelah bertaubat) maka Allah berhak memberikan 
minuman dari Thinah Al Khabal kepada dirinya. Salah seorang 
sahabat lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 
Thinah Al Khabal”? Beliau menjawab, “ Thinah Al Khabal adalah 
nanah para penghuni neraka!  Siapa yang meminumkan khamr kepada 
anak kecil yang tidak mengetahui halal dan haramnya, maka Allah 
berhak mencelupkan orang tersebut ke dalam nanah para penghuni 
neraka” (HR. Abu Daud)36 
 
ُمع ُنُُمج ُبا ُرُُ ب ُنُُمُع ب
 ُدُ ُللاُ,ُمقُملاُ:ُماقُملُُمر ُس ُو ُلُ
 ُللاُُمصُميلُ ُللاُُمعُمُل ي
 ُهُُموُمسُملُممُ:ُمماُُمأ ُسُمكُمرُ
ُمك ُث ُ ي ُُر هُ,ُم فُمق
 ُل ُ ي ُل ُهُُمحُمر ُما  
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Artinya :Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW 
bersabda,”Sesuatu yang dalam jumlah banyaknya memabukkan maka 
dari jumlah sedikitnya pun tetap haram”. (HR. Abu Daud)37 
 
 
ُمع ُ نُمع ُئاُمشُمةُُمر
 ُضيُ ُللاُُمع ُ نُمهاُ,ُمقُامل ُتُ: ُئ سُملُُمر ُس ُو ُلُ
 ُللاُُمصُمليُ ُللاُُمعُمُل ي ُهُُموُُمسُملُممُ:ُمعنُ
 ُبلا ُت ُع؟ُُم فُمقُملاُ: ُكلُُمشُمر ُباُُمأ ُسُمكُمرُُم ف ُهُموُُمحُمر ُماُ.ُموُ  فُ ُُزميُمدا
 ُةُ:ُمو ُبلا ُت ُعُ:ُمُن ُب ي ُذُُمعلاُمس ُلُ,ُمكُمناُُمأ ُه ُلُ
ُميلاُمم ُنُُمي ُشُمُر بُمنوه  
Artinya :  Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah 
seorang sahabat tentang Al Bit’? Beliau lalu menjawab, “Semua 
minuman yang memabukkan hukumnya haram”. (HR. Abu Daud)38 
 
ُمع ُنُُمُد يُملُ ُميُ ُلا ُم ُميْيُ,ُمقُملاُ:ُمسُمُأ ل ُتُُمر ُس ُو ُلُ
 ُللاُُمصُمليُ ُللاُُمعُمُل ي ُهُُموُمسُملُممُ,ُم ف ُق ُل ُتُ:ُمياُ
ُمر ُس ُو ُلُ
 ُللا!ُُ ُإمناُُ بُمأ ُر ُضُُمب ُراُمد
 ُةُ, ُ نُمع ُلا ُجُ
 ُف ُ يُمهاُُمعُممُ لُُمش
 ُُد ي ُداُ,ُمُو ُإ ناُُم ن ُت
 ُخ ُذُُمشُمرُامباُ
 ُم ُنُُمهُمذاُُمقلا ُم ُحُ,
ُم نُم تُمقُموىُُ ب
 ُهُُمعُميلُُمأ ُعُمم
 ُلاُمن؟اُُمقُملاُ:ُمه ُلُُ ي ُس
 ُك ُر؟ُ ُ ق ُل ُتُ:ُم نُمع ُمُ.ُمقُملاُ:ُمف ُجُمُت
 ن ُ ب ُُو هُ,ُمقُملاُ: ُ ق ُل ُتُ:ُمُف إنُ
ُمنلاُمساُُمغ ُ ي ُرُُمُت را
 ُك ُهيُ,ُمقُملاُ:ُمُف إ ُنُ ُملُُم ي ُ ت ُر ك ُُو هُُم فُمق
 ُتا ُل ُ هو ُنمعُُ  بمأُيمسو مُ,ُملامقُ: ُت لمأ مسُُم  بمنلاُُميلمصُ ُللاُ
 ُه يملمعُُممملمسموُ ُنمعُ ُبامرمشُ ُن
 مُ؟  لمسمعلاُُملامقم فُ:ُمكامذُ ُع ت بلاُ, ُت ل  قُ: ُذمبمت ن  يموُ
 ُم ُنُ ُ يْ عمشلاُ ُةمر ذلاموُ,
ُملماقمفُ:ُمك لمذُ ُر ز
 لماُ, ُثُُملامقُ: ُ  ب  خمأُُمكمم وم قُنمأُل كُ ُر
 ك س مُ ُمامرمح  
Artinya : Dari Dailamin Al Khimyari, dia berkata: Aku bertanya kepada 
Rasulullah, “Wahai Rasulullah, kami sedang berada didaerah yang 
sedang mengalami musim dingin, sedangkan kami membuat 
minuman dari gandum ini, agar kesegaran kami menjadi pulih dan 
dapat kembali bekerja seperti semula. Selain itu, minuman gandum 
ini juga mengusir kedinginan yang menyelimuti daerah kami?” Beliau 
bertanya, “Apakah itu jenis minuman yang memabukkan?” Aku 
jawab, “ya”. Beliau lalu bersabda, “Jauhi dan tinggalkanlah!” Beliau 
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bersabda, “Jika mereka tidak mau meninggalkannya maka perangilah 
mereka.” (HR. Abu Daud)39 
 ُنمعُُمأُ  بُ ُم ُوُمسىُ,ُماقُملُ:ُمسُمُأ ل ُتُُمنلا ُ  بُُمص ُلىُ ُللاُ ُيملمع
 ُهُُموُُمس ُلُممُُمع ُنُُمشُمر ُباُ
 ُم ُنُُمعلاُمس ُل؟ُُم فُمقُملاُ:ُمذ
 ُلاُمكُ ُبلا ُت ُعُ,
 ُ ق ُل ُتُ:ُموُ ُ ي ُُنمُتمب ُدُ
 ُم ُنُُمشلا ُع ُ يُُْموُ ُدلا ُُر ةُ,ُم فُمقُملاُ:ُمذ
 ُلاُمكُ ُلما ُز ُرُ, ُ ثُُمقُملاُُمأ ُخُم ب ُرُُم ق ُوُممُمكُُمأ ُنُ ُك ُلُ
 ُم ُس
 ُك ُرُُمحُمر ُماُ  
Artinya :  Dari Abu Musa, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah tentang 
minuman dari madu, lalu beliau bersabda, “Itu adalah Al Bit’ (khamr 
madu)”. Aku bertanya lagi, “Ada juga yang disarikan dari Sya’ir dan 
Dzurrah (kedua-duanya jenis gandum)”. Beliau berkata, Itu adalah Al 
Mizru (khamr gandum).” Katakan pada kaummu bahwa semua 
minuman yang memabukkan hukumnya haram”. (HR. Abu Daud)40 
 
ُمع ُنُُمُع ب ُدُ ُللاُُ ب ُنُُمع ُم ُروُ,ُمألانُمنُ  بُ ُللاُُمصُمليُ ُللاُُمعُمُل ي ُهُُموُمسُملُممُ,ُم نُمهيُُمع ُنُُملخا ُم ُرُ,ُموُم
لما ُي ُس ُرُ,
ُمو ُكلا ُُومب
 ُةُُمو ُغلاُم ب ُ يُمر
 ُءاُ,ُمُومقُملاُ: ُكلُ ُم ُس
 ُك ُرُُمحُمر ُماُ.ُمقُملاُ ُبا ُنُُمسُمل ُمُُمُأ بوُ ُعُم ب ُي
 ُدُ: ُغلاُم ب ُ يُمر ُءاُ: ُسلا ُك ُرمك ُةُ:
 ُ ت ُعُمم ُلُ
 ُم ُنُ ُذلاُمُر ةُ,ُمشُمر ُباُُم ي ُعُمم ُل ُهُُملاُمبُمش ُة  
Artinya :  Dari Abdullah bin Amru, dia berkata: Rasulullah SAW melarang 
khamr, perjudian, Al Kubah (permainan dadu), dan Al Ghubira’ 
(khamr gandum) Beliau bersabda, “Semua yang memabukkan 
hukumnya haram”. (HR. Abu Daud)41 
 
ُمع ُنُُمع ُئاُمش ُةُُمر
 ُضُميُ ُللاُُمع ُ نُمهاُ,ُمقُملا ُتُ:
 ُمس ُع ُتُُمر ُس ُلوُ
 ُللاُُمصُميلُ ُللاُُمعُمُل ي
 ُهُُموُمسُملُممُُم ي ُق ُلوُ:
 ُكلُ ُم ُس
 ُك ُرُُمحُمر ُماُ,ُموُمماُُمأ ُسُمكُمرُ
 ُُم ن ُهُُمفلا ُر ُقُُمف ُم ُل ُءُُمكلا ُفُ
 ُُم ن ُهُُمحُمر ُما  
Artinya :  Dari Aisyah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda, 
“Semua yang memabukkan hukumnya haram, sedangkan sesuatu 
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yang dapat memabukkan dalam ukuran yang besar, maka seukuran 
telapak tangan tetap haram hukumnya. (HR. Abu Daud)
42
 
 
D. Konsep Jari>mah Dalam Hukum Pidana Islam 
1. Konsep Jari>mah  
a. Pengertian jari>mah 
Setiap perbuatan manusia yang dapat dinilai sebagai pelanggaran 
atau kejahatan (jari>mah) kepada sesamanya makhluk hidup, baik 
pelanggaran atau kejahatan tersebut berbentuk kejahatan fisik atau non 
fisik, seperti membunuh, memfitnah maupaun kejahatan terhadap harta 
benda yang lainya, di bahas dalam jari>mah.43 Namun beberapa ulama 
muta’akhirin menghimpun bahwa pembahasan semua jenis pelanggaran 
atau kejahatan (jari>mah) manusia dengan berbagai sasaran, badan, jiwa, 
harta benda, kehormatan, nama baik, Negara, tatanan hidup, dan 
lingkungan hidup kedalam fi>kih ji>na>yah atau Hukum Pidana Islam. 
Pada dasarnya, pengertian dari istilah ji>na>yah mengacu kepada 
hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada 
perbuatan yang di larang. Di kalangan fuqaha’, perkataan ji>na>yah berarti 
perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara’. Meskipun demikian, 
pada umumnya, fuqaha’ menggunakan istilah tersebut hanya untuk 
perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti 
pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqaha’ 
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yang membatasi istilah ji>na>yah kepada perbuataan-perbuatan yang di 
ancam dengan hukuman hu>dud dan qisas tidak termasuk perbuatan-
perbuatan yang di ancam dengan hukuman takzir. istilah lain yang 
sepadan dengan istilah ji>na>yah adalah jari>mah, yaitu larangan-larangan 
sya>rak yang di ancam dengan hukuman had atau takzir.44 
Dalam Hukum Islam Setiap perbuatan manusia dapat di 
kategorikan tindak pidana di karenakan 3 unsur: 
Yang pertama adanya nas yang melarang perbuatan-perbuatan 
tertentu dan ada ancaman hukuman bagi pelakunya. 
Yang kedua adanya perbuatan yang berbentuk jari>mah, yang 
dalam hal ini adalah perbuatan penyalahgunaan narkotika. 
Yang ketiga adanya pelaku tindak pidana tersebut yakni orang 
yang mukallaf (cakap hukum) orang yang dimintai pertanggung 
jawabannya. 
b. Macam-Macam Jari>mah  
  Jari>mah jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga 
jenis, yaitu
45jari>mah hu>dud, jari>mah qisas/di>at dan takzir. 
1) Jari>mah Hu>dud 
  Jari>mah Hu>dud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis 
dan ancaman hukumannya ditentutan oleh nas, yaitu hukuman hak 
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 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam.,(Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 11. 
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Allah. Hukuman hudud yang dimaksud tidak mempunyai batas 
terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan 
(si korban atau wilayah) atau masyarakat yang mewakili
46
.  
 Hukum jari>mah hu>dud sangat jelas diperuntukkan bagi setiap 
jari>mah. Karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap 
jari>mah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini. Dalam 
pelaksaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata 
berbuat jari>mah yang masuk ke dalam kelompok hu>dud, tentu 
dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksankannya 
apa yang ditentukan oleh sya>rak, jadi, fungsi hakim terbatas pada 
penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad dalam 
memilih hukuman. Karena beratnya sanksi yang akan diterima si 
terhukum kalau dia memang bersalah melakukan jari>mah ini, maka 
penetapan asas legalitas bagi pelaku jari>mah ini harus ekstra hati-
hati, ketat dalam penerapannya, serta tidak ada keraguan 
sedikitpun bagi Hakim dalam penerapnnya. Mengapa harus 
demikian? Karena sanksi jari>mah hu>dud menyangkut hilangnya 
nyawa atau hilangnya anggota badan si pembuat jari>mah. Dengan 
demikian, kesalahan vonis, kesalahan dalam menjatuhkan jari>mah 
akan menimbulkan dampak yang buruk
47
. 
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47
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam “Fiqih Jinayah”,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 26-
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 ُد و د لا 
ُموُ ُدمقُُمفمرمعُ ُءامهمق فلاُ ُدملاُ, ُه نمأ بُةمب و ق عُ ُةمر دمق مُا قمحُ
 ُهل لُُملامعم تُ.ُمتمممفُُمم
 لمعُُمم
 كاملاُ
 ُم ر  ج  بُِ
 ُقمح ت  س
 اُُمةمب و ق عُ ُدملاُ, ُه ن إمفُ ُب ميَُ
 ُه يملمعُ ُد ي ف نم تلاُ.ُموُملُ ُك
 ل ميَُُمو فمعلاُ ُه نمع.
48ُ  
  Adapun jari>mah yang termasuk kelompok hudud menurut 
para ulama ada tujuh macam, yaitu: zina, menuduh zina (qadaf), 
pencurian, perampokan atau penyamunan (hirobah), 
pemberontakan (al-baghy), minum-minuman keras dan  murtad 
(riddah)49. 
2) Jari>mah Qisas dan Di>at 
Hukuman qisas maupun di>at merupakan hukuman yang 
telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan 
tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan wilayah), 
ini berbeda dengan hukuman hu>dud yang menjadi hak Allah 
semata. Hukum qisas dan di>at penerapannya ada beberapa 
kemungkinan, seperti qisas bisa berubah menjadi di>at, hukuman 
di>at menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman 
menjadi hapus
50
.  
Sedangkan perbedaan qisas dan di>at yaitu qisas merupakan 
bentuk hukuman bagi pelaku jari<mah terhadap jiwa dan anggota 
badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun di>at merupakan 
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 Al-sayh Abdul-Rahman al-Jaziri, باتك هقفلا ىل بهاذملا  ةعبرلأا , (Lebanon: Dar Al-kotob Al-
Ilmiyah, 2006), 994. 
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Ibid. 
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Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 11. 
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hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku jari>mah dengan objek yang 
sama (nyawa dan anggota badan) tetapi dilakukan tanpa sengaja
51
. 
Yang temasuk katagori jari>mah qisas di>at yaitu: 
pembunuhan sengaja (al-qatl al-amd), pembunuhan semi sengaja 
(al-qatl sih al-amd), pembunuhan keliru (al-qatl al-khata’), 
penganiayaan sengaja (al-jarh al-amd), dan penganiayaan salah 
(al-jarh al-khata’)52 
امص قلاُ ُص  
ُموُُمو هُ ُةملممامع مُُ  ناملجاُ ُل ث
  بُِ ُه عا مد ت ع اُ, ُن إمفُُمصامصمقلاُ ُهمان عممُ: ُةمل ثامم 
لماُ,ُموُ ُه ن
 مُ
 ُصمقُ ُث ي دملاُ,امذ إُُمىتمأُ
 ُه بُُمىلمعُ
 ُه ه  جموُ,ُملموُى ممس يُُمصامصمقلاُ ُآدمحُ, ُه نم
 لُ ُقمحُ
 ُد بمع ل لُ,
 ُهملُ ُنمأُ ُو ف عم يُ ُه نمعُ,امممكُتي أمي  
3) Jari>mah Takzir 
Jari>mah takzir yaitu hukuman yang belum ditentukan oleh 
sya>rak, yang bentuk dan berat sanksi pidanaya ditentukan atas 
pertimbangan hakim. 
 ُر  ي ز ع  تلماُُمو هُ ُتاب و ق ع لاُت لماُ ُملُ ُد رم يُُمن
 مُ ُع را شلاُ ُناميم ب بُاه را مد ق مُ ُك رم تموُاه ر
 د قم تُ
 ُ  لمو
 لُ ُر  ملاُى ضامق لا وأُُمن ي
 د هاج م لا 
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Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam “fiqih Jinayah”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 29. 
52
Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam., (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 12. 
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“Takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar 
hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim”.53 
Dasar hukum disyari’atkan takzir terdapat dalam diantaranya Al-
Mawardy, yang mendefinisikan jari>mah sebagai berikut: 
 ُتامر و ظ ممَُ ُة ي
 ع رمشُُمرمجمزُللاُُماه نمعُ ُدم
 بُِ ُوأُ ُري ز عم تُ 
“Larangan-larangan syara yang diancam Allah Ta’ala dengan hukuman had dan 
takzir”54 
 
a) Adapun Macam-Macam Jari>mah Takzir  
Dari segi sifatnya, bahwa jari>mah takzir dibagi menjadi tiga bagian yaitu55: 
1)  Takzir karena melakukan maksiat. 
2) Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan 
umum. 
3)  Takzir yang melakukan pelanggaran (mukhalafah). Disamping itu, dilihat 
dari segi hak yang dilanggarnya, jari>mah takzir dapat dibagi kepada dua 
bagian, yaitu: 
a) Jari>mah takzir yang menyinggung hak Allah. 
b) Jari>mah takzir yang menyinggung hak perorangan 
 
Adapun yang dimaksud dengan jari>mah takzir yang menyinggung hak 
Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan 
kemaslahatan kepentingan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, 
                                                             
53
La Jamaa, Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam, Journal.uinjkt.ac.id, diakses pada 28 
Maret 2018. 
54
Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 497. 
55
Ibid.La Jamaa, Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam, Journal.uinjkt.ac.id, diakses pada 
28 Maret 2018. 
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pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istri, 
penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain. Sedangkan, yang 
dimaksud dengan jari>mah takzir yang menyinggung hak perorangan yaitu setiap 
perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang 
banyak. Contohnya sepeti penghinaan, penipuan, pemukulan dan lain-lain
56
. 
 
  رْيِزَْعتلا 
ُموُُمو هُ ُب ي
 د أمتُُمىلمعُ
 ُب نمذُُملُ ُدمحاُ ُه ي
 فُ,ُموُُملُ ُةمرمافمكُ ُهملُ,امممكُ ُهمف ر عم ت مسُ ُد عم بُ. ُ ثُ ُن إُُمق
 فمت 
لماُ ُه يملمعُ
 ُن مُ ُد و د لاُ ُةمثملمث:
57  
ل وملاُ: ُدمحُُمن زلاُ, ُن إموُُملماقُ ُم ه ض عم بُ: ُه ن إُُملُُمممجمرُ
 ُه ي ف.  
ُ  نامثلاُ: ُدمحُ ُف ذمقلا  
ث لامثلاُ: ُدمحُ ُةمق رمسلا  
 
E. Sanksi Hukuman Narkotika 
1. Sanksi Pecandu Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam 
Hukuman bagi pelaku, penjual, atau pengedar, narkotika golongan 1 harus 
mempunyai dasar dalam perumusannya baik al-Qur’an maupun hadist atau 
keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk 
kasus tindak pidana narkotika, status hukum narkoba menurut konteks fiqh 
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memang tidak disebutkan secara langsung baik menurut al-Qur’an Hadis maupun 
Sunnah karena narkotika belum dikenal pada masa nabi.
58
 
Namun ada beberapa pendapat dari para ulama yang menyamakan narkoba 
dengan khamr. Seperti Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa, sesungguhnya 
ganja itu haram hukumnya. Ganja lebih dari khamr dilihat dari segi merusak akal 
dan merusak badan. Ganja membuat seseorang menjadi rusak akal dan juga 
menghalangi orang dalam mengingat allah dan mendirikan shalat.
59
 
Penyalahgunaan narkotika adalah ketentuan pidana yang menerapkan 
sanksi hukum islam, dalam hukum islam pelaku jari>mah khamr atau narkotika 
dipidana dengan hukuman takzir yang di beratkan dengan jilid. Kasus ini 
memberatkan sanksi seharusnya pengguna cukup di campuk akan tetapi putusan 
ulil amri memberikan sanksi hukuman cambuk tambahan dilihat dari pergaulan 
pada kesalahan yang sama. Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar narkotika, 
atau pengguna narkotika golongan 1, berupa sabu-sabu dalam perumusannya 
harus mempunyai dasar, baik al-Qur’an, hadist atau keputusan penguasa yang 
mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus  takzir.60 
Takzir adalah jenis sanksi syar’i yang tidak termasuk hu>dud dan qisas atau 
di>at. Takzir bersifat memberikan pelajaran dan koreksi yang sifatnya 
memperbaiki perilaku bersalah. Setiap tindak pidana yang ditentukan sanksinya 
oleh al-Qur’an maupun oleh hadits disebut  jari>mah hu>dud dan qisas atau  di>at. 
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Ahmad  Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005), 91. 
59
M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam  Mengatasi, Mencegah dan Melawan, 
(Bandung: Nuansa, 2004), 86. 
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Ibid, 91. 
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Adapun tindak pidana yang ditentukan oleh al-Qur’an maupun hadits disebut 
sebagai jari>mah takzir. Misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghina orang, 
menghina agama, suap, menjual atau mengedarkan narkotika dalam bentuk lain 
dari jari>mah takzir adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh ulul 
amri atau Hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan 
tujuan syari’ah. Sanksi takzir merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat 
atau ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan 
perilakunya, jari>mah-nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan 
sehingga putusan hakim bersifat preventif, refresif, edukatif,dan  kuratif.61 
Berikut dalil yang menerangkan tentang hukuman bagi peminum khamr: 
ُمع ُنُُمع
 ُليُُمر
 ُضُميُ ُللاُُمُع ن ُهُُُماقُمملج ُلُمدُُمر ُس ُلوُ
 ُللاُيملمصُ ُللاُُمعُمل ُهيُُموُُمسُملُممُُ  فُُملخا ُم ُرُمأمو ُبوُُمب ُكُمأ ر ُرُُمب
 ُعُم  يُُموُُمكُملمُمهاُ
 ُعُمم ُرُُممث
 ُناُم  يُُموُ ُكلُ ُسُمنُمة
62  
Artinya: Dari Ali, ia berkata, Nabi mencambuk pelaku jari>mah syurb al-khamr 
sebanyak empat puluh kali demikian juga abu bakar. Sementara itu, 
Umar menyempurnakannya menjadi delapan puluh kali dan kedua-
duanya merupakan sunnah. (HR.Muslim). 
 
Menurut ketiga imam madzab yaitu Imam Maliki, Imam Syafi’I, dan Imam 
Ahmad mengharamkan minuman khamr dan minuman lain yang memabukkan, 
baik sedikit maupun banyak, dan baik mabuk maupun tidak. Disyaratkan benda 
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 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam “Fiqih Jinayah”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 17. 
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Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 
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yang memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman tetap haram dan 
hukumnya  adalah takzir (tergantung penguasa setempat).63 
Ada beberapa tujuan dari diberlakukannya sanksi takzir bagi penyalahgunaan 
narkotika, yakni:
64
 
1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan 
jari>mah. Agar tidak melakukan jari>mah. 
2.  Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi 
perbuatan jari>mah dikemudian hari. 
3. Kuratif (islah). Takzir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana 
dikemudian hari. 
4.  Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah 
yang lebih baik. 
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 A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1997), 97-98. 
64
H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah,  2013), 142. 
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BAB III 
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK PERIHAL TINDAK 
PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA 
 
A. Para Pihak Yang Bersangkutan Dalam Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. 
Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I 
1. Pelaku 
Pelaku adalah seorang laki-laki kelahiran 16 Oktober 1977  yang bernama 
Imanuel Boimau, beralamatkan Dusun Watupasang RT.13, RW. 5, Desa 
Kedamean, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, beragama Kristen dan 
bekerja Swasta sebagai kuli bangunan.
1
 
 
2. Saksi-saksi 
Beberapa saksi yang dihadapkan dipengadilan adalah antara lain: 
a. Saksi I : Djoko P (petugas kepolisian dari Polsek Cerme) 
b. Saksi II: Suhartoyo (petugas kepolisian dari PolsekCerme) 
c. Saksi III  : Suntoro Hadi Santoso (petugas kepolisian dari Polsek Cerme) 
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Pengadilan Negeri Gresik, Putusan  Perkara Pidana Reg. No. 442/Pid.Sus/2017/Gsk (Narkotika), 
Putusan Tanggal 29 Agustus 2017, 1. 
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Menurut bapak Agung Ciptoadi selaku Hakim ketua yang menangani perkara 
ini membenarkan para pihak yang penulis cantumkan diatas, mulai dari 
pelaku sampai saksi-saksi
2
 
 
B. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. Tentang Tindak 
Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I 
Dalam skripsi ini akan dijelaskan bagaimana kronologi kasus tindak pidana 
kepemilikan narkotika golongan I. 
Awalnya ketika saksi Suhartoyo dan saksi Djoko yang masing-masing adalah 
petugas dari polsek Cerme yang mendapatkan kabar dari warga setempat tentang 
penyalahgunaan narkotika kemudian melakukan penggeledahan diatas lantai 
ruangan bagian belakang rumah  pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2017 di rumah 
terdakwa di Dusun Watupasang RT.13 RW. 5 Desa Kedamean Kec.Kedamean Kab. 
Gresik dengan disaksikan oleh warga bernama Indra dan ditemukan barang bukti 
narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, setelah 
ditimbang dengan bungkusnya serta 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) 
kompor korek, 1 (satu) alat hisab sabu-sabu terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah 
handphone yang digunakan untuk bertransaksi sabu-sabu kemudian setelah di 
interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut 
                                                             
2
 Agung Ciptoadi, Alasan Hakim memutus lebih ringan daripada undang-undang yang ditentukan 
ialah karena itu sudah menjadi pertimbangan Hakim, Pengadilan Negeri Gresik 16 Mei 2018. 
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adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang 
bernama Wak Tro (DPO) seharaga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang 
rencananya akan  digunakan sendiri oleh terdakwa dan betul barang bukti yang 
diperlihatkan persidangan kepada terdakwa, kemudian pada saat ditangkap terdakwa 
sedang duduk bersila dan barang bukti yang ditemukan tersebut berada dihadapan 
terdakwa, dan saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang mengonsumsi sabu, dan 
terdakwa mengaku telah mengonsumsi sabu selama 5 (lima) bulan dan baru 4 
(empat) kali pakai, dan alasan terdakwa mengonsumsi sabu yaitu bahwa terdakwa 
bekerja sebagai kuli bangunan dan terdakwa merasa susah tidur.
3
 
Dari ungkapan kronologi diatas Jaksa Penntut Umum menuntut pidana yang 
pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: 
1) Menyatakan bahwa Imanuel Boimau terbukti secara sah dan menyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal  112 ayat (1) UU RI Nomor 
35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. 
2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) 
tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan  dengan perintah supaya  
terdakwa tetap ditahan dan denda sebesarRp 800.000.000,- (delapan ratus juta 
rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara. 
                                                             
3
Ibid, 3-7. 
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3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 
timbang 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah skrop plastic, 2 (dua) 
korekapi gas, 1 (satu) kompor korek, 1 (satu) alat penghiasap sabu terbuat dari 
botol aqua, dan1 (satu) handphone merek Strawberry warna hitam; dirampas 
untuk dimusnakan; 
4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua 
ribu rupiah).4 
Untuk membuktikan tuntutan jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi 
dalam persidangan untuk didengar kesaksian (keterangan). Ada 3 (tiga) saksi yang 
diajukan jaksa penuntut umum yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-
masing dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
a) Keterangan Djoko P : terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat 
tentang penyalahgunaan narkotika, pada saat terdakwa ditangkap sekaligus 
diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih 
diduga sabu dengan berat timbang 0,25 (nol koma dua lima) gram berikut 
bungkus, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) skrop plastik, 1 (satu) kompor korek, 1 
(satu) alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah korek api 
gas dan 1 (satu) unit handphone merek strawberry warna hitam, setelah 
diinterogasi terdakwa mengaku sabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari 
seorang yang bernama Wak Tro (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu 
                                                             
4
Ibid, 2-3. 
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rupiah), menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut hendak dikonsumsi sendiri 
dan bukan untuk dijual, saat ditangkap terdakwa sedang duduk bersila dan barang 
bukti yang ditemukan tersebut berada dihadapan terdakwa, saat saksi melakukan 
penangkapan terhadap terdakwa saat itu kedapatan sedang mengonsumsi 
narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang 
untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu. 
Dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut. 
b) Keterangan Suhartoyo : terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 
sekitar pukul 19.00 WIB. Di Dusun Watupasang RT.13 RW. 5, Desa Kedamean, 
Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, saksi telah melakukan penangkapan 
terhadap terdakwa bersama dengan saksi Djoko P dan saksi Suntoro Hadi 
Santoso, lalu terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat tentang 
penyalahgunaan narkotika, pada saat terdakwa ditangkap sekaligus diamankan 
barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga sabu 
dengan berat timbang 0,25 (nol koma dua lima) gram berikut bungkus, 1 (satu) 
buah bong, 1 (satu) skrop plastik, 1 (satu) kompor korek, 1 (satu) alat penghisap 
sabu yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit 
handphone merek strawberry warna hitam, dan setelah diinterogasi terdakwa 
mengaku sabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari seorang yang bernama 
Wak Tro (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saat 
ditangkap terdakwa sedang duduk bersila dan barang bukti yang ditemukan 
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tersebut berada dihadapan terdakwa, dan pada saat ditangkap terdakwa sedang 
mengonsumsi sabu, dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang 
berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika 
jenis sabu. Dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut. 
c) Keterangan Suntoro Hadi Santoso : pada hari Selasa Bahwa pada hari Selasa 
tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WIB. Di Dusun Watupasang RT.13 
RW. 5, Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, saksi telah 
melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Djoko P dan 
saksi Suhartoyo, lalu terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat 
tentang penyalah gunaan narkotika, pada saat terdakwa ditangkap sekaligus 
diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih 
diduga sabu dengan berat timbang 0,25 (nol koma dua lima) gram berikut 
bungkus, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) skrop plastik, 1 (satu) kompor korek, 1 
(satu) alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah korek api 
gas dan 1 (satu) unit handphone merek strawberry warna hitam, dan setelah 
diinterogasi terdakwa mengaku sabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari 
seorang yang bernama Wak Tro (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu 
rupiah), pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk bersila dan barang bukti 
yang ditemukan tersebut berada dihadap anter dakwa, pada saat ditangkap 
terdakwa sedangakan mengonsumsi sabu, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari 
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instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau 
menyediakan narkotika jenis sabu.
5
 
Dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut. 
 
C. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Kepemilikan Narkotika Dalam Putusan Nomor 
442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. 
Sebelum hakim menjatuhkan hukuman maka yang perlu diketahui terlebih 
dahulu adalah jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menggunakan 
dakwaan tunggal dan hakim disini menuruti apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut 
Umum yang mana menggunakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 
2009 tentang narkotika, yang memang semua unsur yang ada didalam undang-
undang narkotika ini terpenuhi dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa Imanuel 
Boimau. Adapun unsur-unsur dalam undang-undang narkotika pasal 112 ini sebagai 
berikut: 
a. Unsur setiap orang  
Dalam unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti 
manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan di dakwa 
didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dan 
hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini terpenuhi. 
                                                             
5
Ibid, 4-6. 
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b. Unsur tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, dan 
menyediakan 
Unsur tanpa hak atau melawan hukum yang artinya dengan sengaja 
melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan 
bertentangan atau melanggar undang-undang, Memiliki mempunyai makna 
mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan 
kepunyaan, menyimpan mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya 
jangan rusak, menguasai mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang 
kekuasaan atas (sesuatu). Ini berarti harus ada suatu barang yang dikuasai, 
menyediakan mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan 
(menyiapkan, mengatur, dan sebagainya). Maka hakim berpendapat bahwa unsur 
tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai dan 
menyediakan narkotika golongan I telah terpenuhi. 
c. Unsur narkotika golongan  I bukan tanaman 
Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa 
penentuan apakah suatu narkotika atau bukan perlu dilakukan penelitian dengan 
melakukan pendeteksian menggunakan narkotika golongan I sebagai: 
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.1. Regensia diagnostic adalah narkotika golongan 1 yang secara terbatas 
digunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh 
seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan. 
2. Regensi laboratorium adalah narkotika golongan 1 yang secara terbatas 
digunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang disita atau 
ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan. 
Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan 
pengenaan pidana 
Tak mampu bertanggung jawab: 
Pasal 44 (1) barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam 
tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit ( 
ziekelijke storing), tidak dipidana. 
(2) jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan 
padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu 
karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu 
dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai 
waktu percobaan. 
(3) ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
6
 
Belum umur 16 tahun: 
Pasal 45 dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) 
karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, Hakim dapat 
menentukan:  
Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, 
walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun; atau 
memerintahkannya supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, 
tanpa pidana apa pun,yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah 
satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-
519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak 
dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran 
tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana. 
Pasal 46 (1) jika Hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan 
kepada Pemerintah maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, 
                                                             
6
 Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 21-22. 
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supaya menerima pendidikan dari Pemerintah atau dikemudian hari dengan 
cara lain; kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk 
menyelanggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan 
Pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal di atas paling lama sampai 
umur delapan belas tahun. 
(2) aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Undang-
undang. 
Pasa 47 (1) jika Hakim menjatuhkan pidana maka maksimum pidana pokok 
terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. 
(2) jika perbuatan merupakan kejahatan yang di ancam dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling 
lama lima belas tahun.  
(3) pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, 
tidak dapat dijatuhkan.
7
 
Daya paksa (overmacht) 
Pasal 48 barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, 
tidak dipidana.
8
 
Pembelaan terpaksa: 
Pasal 49 barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, 
karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan 
hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan 
kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak 
dipidana. 
(2) pembelaan terpaksa karena melampaui batas, yang langsung disebabkan 
oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan 
itu, tidak dipidana.  
Ketentuan Undang-undang: 
Pasal 50 barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan kententuan 
Undang-undang, tidak dipidana.
9
 
Perintah jabatan: 
Pasal 51 (1) barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah 
jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. 
(2) perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, 
kecuali jika diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan 
dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan 
pekerjaannya.  
Pemberatan karena jabatan/bendera kebangsaan: 
                                                             
7
 Ibid, 22-23. 
8
 Ibid,. 
9
 Ibid, 24. 
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Pasal 52  bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, 
melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu 
melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana 
yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah 
sepertiga. 
Pasal 52a bilamana pada waktu melakukan kejahatan, digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat 
ditambah sepertiga.
10
 
BAB IV Tentang Percobaan: 
Pasal 53 (1) mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu 
telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya 
pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebebkan karena kehendaknya sendiri. 
(2) maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat 
dikurangi sepertiga. 
(3) jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur 
hidup, dijatuhkan pidana penjara selama lima belas tahun. 
(4) pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. 
Pasal 54 mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. 
Dalam perkara ini pada diri terdakwa telah ditemukan narkotika jenis sabu 
seberat 1 (satu) buah poket sabu dengan berat Netto 0,056 (nol koma nol lima puluh 
enam) gram dan telah diuji pada laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium 
Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai berita acara 
pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 
Nomor LAB : 7820/NNF/2017 tanggal 5 September 2017 diperoleh kesimpulan 
bahwa barang bukti nomor 8669/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan 
Kristal warna putih dengan berat netto 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) gram 
adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 
lampiran 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa pertembangan 
                                                             
10
 Ibid, 24. 
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tersebut diatas hakim berpendapat unsur narkotika golongan I bukan tanaman dalam 
hal hal ini terpenuhi secara sah menurut hukum.
11
 
Dalam kasus penyalahgunaan narkotika ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan oleh hakim dalam  memutus perkara penyalahgunaan narkotika dalam 
putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. Yaitu sebagai 
berikut: 
a. Hal-hal yang memberatkan: 
1) Perbuatan Terdakwa Imanuel Boimau bertentangan dengan program 
pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba. 
b. Hal-hal yang meringankan: 
1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan. 
2) Terdakwa menyesali perbuatannya. 
3) Terdakwa belum pernah dihukum.12 
Hakim dalam memberikan putusan mempunyai pertimbangan-pertimbangan 
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
perkara ini terutama dalam pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 
tentang narkotika. Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
                                                             
11
Pengadilan Negeri Gresik, Putusan  Perkara Pidana Reg. No. 442/Pid.Sus/2017/Gsk (Narkotika), 
Putusan Tanggal 29 Agustus 2017,  8-13. 
12
Ibid, 16. 
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Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan 
mengadili 
1. Menyatakan terdakwa Imanuel Boimau terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I bukan 
tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. 
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah 
Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
Satu poket narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto 0,056 (nol koma 
nol lima puluh enam), 1 (satu) buah skrop plastic, 2 (dua) korek api gas, 1 
(satu) bong, 1 (satu) kompor korek, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari 
botol aqua, 1 (satu) handphone merek strawberry warna hitam untuk 
dimusnahkan, dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp5000,00. (lima ribu rupiah). 
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Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh kami, 
Agung Ciptoadi, S.H.,M.H., sebagai hakim ketua, Fitriah Ade Maya, S.H., Putu 
Mahendra, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan 
dalam siding terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh 
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh 
Warno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta di hadiri oleh 
Pompy Polansky A., S.H., Penuntut Umum dan dihadapkan terdakwa dengan 
didampingi penasehat hukumnya.
13
 
                                                             
13
Ibid, 16-17. 
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BAB IV 
ANALISIS HUKUM PIDANA  ISLAM TERHADAP PUTUSAN No. 442/Pid. 
Sus/2017/PN Gsk. PERIHAL KEPEMILIKAN NARKOTIKA 
 
A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Gresik Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. Tentang  Kepemilikan Narkotika 
Penulis lihat dari  hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu 
sebagai berikut:
1
 
a. Hal-hal yang memberatkan: 
1) Perbuatan Terdakwa Imanuel Boimau bertentangan dengan program 
pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba. 
b. Hal-hal yang meringankan: 
1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan. 
2) Terdakwa menyesali perbuatannya. 
3) Terdakwa belum pernah dihukum. 
Sebelum Hakim menjatuhkan hukuman maka yang perlu diketahui terlebih 
dahulu adalah Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menggunakan 
dakwaan tunggal dan hakim disini menuruti apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut 
                                                             
1
Pengadilan Negeri Gresik, Putusan Perkara Pidana Reg. No. 442/Pid.Sus/2017/Gsk (Narkotika), 
Putusan Tanggal 29 Agustus 2017, 16. 
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Umum yang mana menggunakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 
2009 tentang narkotika yang berbunyi: 
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat)  tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun 
dan dikenakan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
 Yang memang semua unsur yang ada didalam undang-undang narkotika ini 
terpenuhi dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa Imanuel Boimau. Adapun 
unsur-unsur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 112 ini 
sebagai berikut:
2
 
a. Unsur setiap orang  
Dalam unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti 
manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa 
didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana. 
Dan Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini terpenuhi. 
b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan 
menyediakan 
Unsur tanpa hak atau melawan hukum yang artinya dengan sengaja 
melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan 
bertentangan atau melanggar undang-undang, Memiliki mempunyai makna 
                                                             
2
Ibid, 8-12. 
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mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan 
kepunyaan, menyimpan mempunyai makna menaruh ditempat yang aman 
supaya jangan rusak, menguasai mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) 
memegang kekuasaan atas (sesuatu). Ini berarti harus ada suatu barang yang 
dikuasai, menyediakan mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau 
mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya). Maka Hakim 
berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I telah terpenuhi.                                                                            
c. Unsur narkotika golongan I bukan tanaman 
Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa 
penentuan apakah suatu narkotika atau bukan perlu dilakukan penelitian dengan 
melakukan pendeteksian menggunakan narkotika golongan I sebagai: 
1) Regensia diagnostic adalah narkotika golongan 1 yang secara terbatas 
digunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh 
seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan. 
2) Regensi laboratorium adalah narkotika golongan 1 yang secara terbatas 
digunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang disita atau 
ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan. 
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Berkaitan, untuk berkaitan untuk persidangan maka yang sangat penting 
disini adalah regensia laboratorium dapat ditentukan apakah suatu 
zat/bahan/benda yang telah disita atau ditentukan oleh pihak penyidik 
terdeteksi sebagai narkotika dan kemudian akan dilakukan penelitian 
lanjutan untuk menentukan golongnnya. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa 
unsur narkotika golongan I  bukan tanaman telah terpenuhi  secara sah menurut 
hukum. 
Dalam perkara ini pada diri terdakwa telah ditemukan narkotika jenis sabu 
seberat 1 (satu) buah poket sabu dengan berat Netto 0,056 (nol koma nol lima puluh 
enam) gram dan telah diuji pada laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium 
Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai berita acara 
pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 
Nomor LAB : 7820/NNF/2017 tanggal 5 September 2017 diperoleh kesimpulan 
bahwa barang bukti nomor 8669/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan 
Kristal warna putih dengan berat netto 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) gram 
adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 
lampiran 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa perkembangan 
tersebut diatas hakim berpendapat unsur narkotika golongan I bukan tanaman dalam 
hal hal ini terpenuhi secara sah menurut hukum dan sudah masuk ke dalam pasal 112 
ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  yang berbunyi sebagai berikut : 
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Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai 
atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka dipidana dengan 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan 
denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
Suatu tindakan bisa dianggap sebagai delik atau perbuatan pidana dan bisa 
dikenai ketentuan pidana jika memenuhi unsur-unsur delik (perbuatan pidana) dan 
menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan objektif.
3
Adapun 
unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Unsur Subjektif 
Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan”. 
Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh 
kesengajaan dan kealpaan. 
b. Unsur Objektif  
Unsur objektif merupakan unsur dalam dan luar dari yang terdiri atas
4
: 
1) Perbuatan manusia, berupa: 
a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan pasif. 
b) Omissiom, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif. 
                                                             
3
Leden Marpaung, AsasTeori Praktek Hukum Pidana, (Jakarta: SinarGrafik, 2003), 13. 
4
Nurul Hidayah, “Tindak Pidana Penoadaan Agama Di Dunia Maya Menurut Undang-Undang No. 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) (Analisis Fiqih Jinayah)”, (Skripsi 
IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 62. 
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2) Akibat (result) perbuatan manusia 
3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain: 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan  
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan  
4)    Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 
Dari uraian diatas,  yakni unsur menurut doktrin dan unsur dalam pasal 112 ayat 
1 undang-undang tentang narkotika yang berbunyi: 
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat)  tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun 
dan dikenakan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
 
 menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur 
pada pasal 112 ayat 1 undang-undang tentang narkotika yang tentunya juga sesuai 
dengan unsur delik menurut doktrin bisa dikenakan saksi atau hukuman sebagaimana 
ketentuan yang ada. Akan tetapi disini hakim menurut penulis tidak sesuai dengan 
undang-undang narkotika dalam menjatuhi putusan karena menurut pasal 112 ayat 1 
disebutkan minimal hukuman yang harus dikenakan terhadap pelaku yaitu minimal 4 
tahun penjara dan hakim disini menjatuhi hukuman dengan hukuman 1 tahun 
penjara. 
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2) Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. 
Tentang kepemilikan Narkotika. 
A. Definisi Khamr 
Kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya 
mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang 
memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya 
disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas 
menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas 
menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan 
kepentingan dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan 
ini, yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui 
pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan cara yang membuat 
pemakainya mengalami gangguan kesadaran.
5
 
Berikut dalil yang menerangkan tentang larangan bagi peminum khamr: 
َاي اَهَيأ  َنْيِذلا اوُنَمآ َانمِإ  ُرْمَلخا  َو  ُرِسْي
َ
لما  ُباَصْنَلأاَو  ُمَلاْزَلأاَو   سِْجر  ْنِم  ِلَمَع  ِنَاطْيَشلا 
 ُهوُبِنَتْجَاف  ْمُكَلَعَل  َنْوُحِلْف ُت  
Artinya :   Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Maidah: 90)
6
 
                                                             
5
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), 78. 
6
 Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Syamil Cipta Medi, 2006), 123. 
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B. Sanksi Pecandu Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam 
Hukuman bagi pelaku, penjual, atau pengedar, narkotika golongan 1 harus 
mempunyai dasar dalam perumusannya baik al-Qur’an maupun hadist atau 
keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus 
tindak pidana narkotika, status hukum narkoba menurut konteks fiqh memang tidak 
disebutkan secara langsung baik menurut al-Qur’an Hadis maupun Sunnah karena 
narkotika belum dikenal pada masa nabi.
7
 
Namun ada beberapa pendapat dari para ulama yang menyamakan narkoba 
dengan khamr. Seperti Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa, sesungguhnya ganja 
itu haram hukumnya. Ganja lebih dari khamr dilihat dari segi merusak akal dan 
merusak badan. Ganja membuat seseorang menjadi rusak akal dan juga menghalangi 
orang dalam mengingat allah dan mendirikan shalat.
8
 
Penyalahgunaan narkotika adalah ketentuan pidana yang menerapkan sanksi 
hukum islam, dalam hukum islam pelaku jari>mah khamr atau narkotika dipidana 
dengan hukuman takzir yang di beratkan dengan  jilid. Kasus ini memberatkan 
sanksi seharusnya pengguna cukup di campuk akan tetapi putusan ulil amri 
memberikan sanksi hukuman cambuk tambahan dilihat dari pergaulan pada 
kesalahan yang sama. Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar narkotika, atau 
                                                             
7
Ahmad  Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005), 91. 
8
M. Arief Hakim, BahayaNarkoba-Alkohol: Cara Islam  Mengatasi, MencegahdanMelawan, 
(Bandung: Nuansa, 2004), 86. 
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pengguna narkotika golongan 1, berupa sabu-sabu dalam perumusannya harus 
mempunyai dasar, baik al-Qur’an, hadist atau keputusan penguasa yang mempunyai 
wewenang menetapkan hukum untuk kasus  takzir.9 
Takzir adalah jenis sanksi syar’i yang tidak termasuk hu>dud dan qisas atau 
di>at. Takzir bersifat memberikan pelajaran dan koreksi yang sifatnya memperbaiki 
perilaku bersalah. Setiap tindak pidana yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur’an 
maupun oleh hadits disebut  jari>mah hu>dud dan qisas atau di>at. Adapun tindak 
pidana yang ditentukan oleh al-Qur’an maupun hadits disebut sebagai jari>mah 
takzir. Misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, 
suap, menjual atau mengedarkan narkotika dalam bentuk lain dari jari>mah takzir 
adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh ulul amri atau Hakim dan 
tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari’ah. Sanksi 
takzir  merupakan otoritas Hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, 
walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan perilakunya, jari>mah-nya, korban 
kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim bersifat preventif, 
refresif, edukatif,dan  kuratif.10 
 
 
                                                             
9
Ibid, 91. 
10
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam “Fiqih Jinayah”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),  17. 
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Berikut dalil yang menerangkan tentang hukuman bagi peminum khamr: 
 ْنَع يِلَع  َيِضَر  ُللا  ُهْنَع   َدَْلَلََاق  ُلوُسَر  ِللا يَلَص  ُللا  ِهيَلَع  َو  َمَلَس  ِف  َُبأَوِرَْملخاو  ْرَِأرْكَب  َْيَِعب  َو اَهَلمَك  ُرَمُع 
 َْيِنَاَثَ  َو لُك  َةَنُس11  
Artinya :  Dari Ali, ia berkata, Nabi mencambuk pelaku jari>mah syurb al-khamr 
sebanyak empat puluh kali demikian juga abu bakar. Sementara itu, 
Umar menyempurnakannya menjadi delapan puluh kali dan kedua-
duanya merupakan sunnah. (HR.Muslim). 
 ْنَع  ِنْبا   ساَبَع , ْنَع  َِبَنلا  َيلَص  ُللا  ِهْيَلَع  َمَلَسَو , َلَاق َ : ُلُك   رِمَُمُ  َْخ  ر ,  رِكْسُملَُكو 
  ماَرَح , ْنَمَو  َبِرَش اًرِكْسُم  ْتَسُِبُ ُهتَلاَص  َْيَِعبْرَأ اَحاَبَص , َبَاْتنِإَف  َبَات  ُللا  ِهْيَلَع , َداَع ْنِإَف  َةَعِباَرلا ,
 َناَك اًقَح يَلَع  ِللا  ْنَأ  ُهَيِقْسَي  ْنِم  ِةَن ْ يِط  ِلاََبلخا . َلْيِق :اَمَو  ُةَن ْ يِط  ِلاََبلخا  َاي  ُسَر ُلْو ؟ِللا  َلاَق :
 ُدْيِدَص  ِلْهَأ  ِراَنلا , ْنَمَو  َُهاقَس اًرْ يِغَص  َلا  ُفِرْع َي  ُهََللاَح  ْنِم  ِهِماَرَح , َناَك اًقَح يَلَع  ِللا  ْنَأ  ُهَيِقْشَي 
 ْنِم  ِةَن ْ يِط  ِلاََبلخا  
Artinya :  Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Segala sesuatu 
yang memabukkan adalah khamr, sedangkan semua yang memabukkan 
hukumnya haram. Siapa yang meminum sesuatu yang memabukkan, 
maka dihapuslah (pahala) shalatnya selama empat puluh hari. Jika dia 
bertaubat maka allah berkenan menerima tobatnya, namun jika dia 
kembali untuk keempat kalinya (kembali minum arak setelah bertaubat) 
maka Allah berhak memberikan minuman dari Thinah Al Khabal kepada 
dirinya. Salah seorang sahabat lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, apa 
yang dimaksud dengan Thinah Al Khabal”? Beliau menjawab, “ Thinah 
Al Khabal adalah nanah para penghuni neraka!  Siapa yang meminumkan 
khamr kepada anak kecil yang tidak mengetahui halal dan haramnya, 
                                                             
11
Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 
2010), 517. 
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maka Allah berhak mencelupkan orang tersebut kedalam nanah para 
penghuni neraka” (HR. Abu Daud)12 
 
Menurut ketiga imam madzab yaitu Imam Maliki, Imam Syafi’I, dan Imam 
Ahmad mengharamkan minuman khamr dan minuman lain yang memabukkan, baik 
sedikit maupun banyak, dan baik mabuk maupun tidak. Disyaratkan benda yang 
memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman tetap haram dan 
hukumnya  adalah takzir  (tergantung penguasa setempat).13 
Ada beberapa tujuan dari diberlakukannya sanksi Takzir bagi penyalahgunaan 
narkotika, yakni:
14
 
1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan 
jarimah. Agar tidak melakukan jari>mah. 
2.  Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi 
perbuatan jari>mah dikemudian hari. 
3. Kuratif (islah). Takzir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana 
dikemudian hari. 
4.  Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang 
lebih baik. 
                                                             
12
 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 670 
– 671. 
13
 A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1997), 97-98. 
14
 H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah,  2013), 142. 
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Tujuan dari adanya hukuman adalah untuk kemaslahatan umat dan memberi 
efek jera bagi pelaku. Salah satunya ialah hukum Islam,  karena hukum Islam 
memiliki hukum timbal balik dan balasan yang harus diterima oleh pelaku yang 
melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan secara berkeadilan. 
Dalam hukum Islam narkotika belum diatur secara khusus baik dalam al-Qur’an dan 
Hadis, meskipun demikian ulama telah bersepakat bahwa penyalahgunaan narkotika 
diqiyaskan dengan khamr karena memiliki sifat sama-sama memabukkan dan haram 
hukumnya. 
Dalam metode qiyas dalam sumber hukum Islam untuk menyamakan 
narkotika dengan khamr hanya dengan menyamakan larangannya dan status 
hukumnya saja. Namun untuk hukuman jelas berbeda dengan khamr seperti yang 
yang disepakati pendapat ketiga imam madzab yaitu Imam maliki, Imam Syafi’I, 
dan Imam Ahmad telah mengharamkan minum kha>mr dan minuman yang 
memabukkan lainnya, baik sedikit maupun banyak. Yang di isyaratkan oleh imam 
maliki, imam syafi’I dan imam ahmad yaitu yang memabukkan dalam hal  minuman, 
tetapi selain minuman tetap haram dan hukumannya ialah takzir (tergantung 
penguasa setempat). Narkotika ini di qiyaskan dengan kha>mr, akan tetapi kha>mr 
sudah jelas dalam nas. Sedangkan narkotika belum ada dalam nas atau termasuk 
dalam katagori takzir. 
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Menurut penulis meskipun nas (al-Qur’an dan Hadis) tidak menyebutkan 
narkoba secara eksplisit akan tetapi nass mengatur secara jelas dan tegas prinsip-
prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil-dalil pendukung 
berkaitan dengan masalah narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum 
ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas. Dan  
seperti halnya narkotika yang diqiyaskan hukumannya sama dengan kha>mr karena 
dalam prakteknya memiliki sifat sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal. 
Maka dari itu hukuman bagi penyalahgunaan narkotika ini masuk dalam jari>mah 
takzir yang mana hukumannya mengikuti pemimpin setempat yang berwenang, dan 
yang memiliki wewenang disini dalam menghukum suatu perkara ialah Hakim. dan 
dalam hal ini putusan Hakim di sini sesuai dengan hukum pidana Islam. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pertimbangan Hakim terhadap pelaku kepemilikan narkotika golongan I dalam 
putusan nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. 
a. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan dikenakan pidana 
denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 dan paling banyak 
Rp.8.000.000.000,00.  
b. Hakim berdasarkan pertimbangan dan pembuktiannya memutus dengan pidana 
penjara 1 tahun dan 2 bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 dan 
membebankan biaya perkara sebesar Rp.5000,00. 
c. Dengan dasar hukum sebagai berikut, hal-hal yang memberatkan adalah 
Perbuatan Terdakwa Imanuel Boimau bertentangan dengan program 
pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba dan hal-hal yang 
meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa 
menyesali perbuatannya,  terdakwa belum pernah dihukum. 
2. Analisis hukum pidana  Islam tentang kepemilikan narkotika, dalam kasus ini 
dapat diqiyaskan sebagai kha>mr karena memiliki sifat sama-sama memabukkan, 
dalam hukum Islam pelaku narkotika tetaplah mendapatkan sanksi, karena 
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semua yang tertulis di dalam al-Qur’an maupun Hadis wajib ditaati oleh umat 
Islam. Dalam kasus narkotika masuk dalam jari>mah takzir yang sifatnya sama-
sama memberi dampak mabuk, lemah, hilang ingatan pada tubuh dan penetapan 
sanksi hukumannya ada ditangan Hakim atau Pengadilan, maka majelis Hakim 
selaku yang berwenang menghukum dengan hukuman penjara selama 1 tahun 2 
bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00. Hal ini benar, dengan sanksi 
komulatif atau pemberatan 
B. Saran-saran 
Adapun saran yang mungkin bermanfaat dari penulis: 
1. Sebetulnya penyalahgunaan narkotika tidak hanya merugikan perorangan saja 
tapi juga membawa dampak buruk bagi masyarakat, karena merantaknya narkoba 
sebagian besar dikalangan remaja dan itu menjadi tanggung jawab kita terutama 
para orang tua agar terus memberi pengawasan tentang pergaulan si anak supaya 
generasi penerus tidak rusak karena narkoba dan ketika beranjak dewasa agar bisa 
memiliki masa depan yang cerah. 
2. Pihak birokrasi hukum haruslah lebih jeli dalam membuat undang-undang 
maupun dalam menerapkan hukum, agar antara aturan dan penerapan tidak terjadi 
ketimpangan dalam esksekusinya. Supaya memberikan efek jera bagi terdakwa 
dan jika hakim kurang jeli dalam memutus maka terdakwa mungkin akan 
mengulangi untuk kedua kalinya. 
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